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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di Bab I sampai dengan Bab IV, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yang pada umumnya merujuk pada jawaban dari 

rumusan masalah dari penelitian hukum ini, antara lain : 

1. Gugatan ganti rugi penumpang sebagai korban dalam kecelakaan pesawat 

udara yang diajukan oleh penumpang Warga Negara Indonesia di 

Pengadilan Amerika Serikat  terhadap perusahaan manufaktur pesawat 

Boeing didasarkan pada tanggung jawab produk, karena fakta-fakta 

hukum yang menjelaskan bahwa kecelakaan pesawat yang terjadi 

disebabkan oleh cacat desain saat proses pembuatan produk pesawat 

maupun cacat peringatan saat pendistribusian produk pesawat, sehingga 

tanggung jawab hukum ada pada pihak perusahaan manufaktur pesawat. 

Dalam menangani perkara kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh cacat 

produk, hukum nasional Amerika Serikat memungkinkan penggugat untuk 

menuntut ganti kerugian dengan punitive damages. Namun, Pengadilan 

Amerika Serikat juga dapat menolak perkara berdasarkan Forum Non 

Conveniens (FNC) dan menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia 

merupakan forum yang lebih berwenang dan lebih sesuai  untuk 

memeriksa dan mengadili perkara.  

2. Ukuran-ukuran Pengadilan Amerika Serikat dalam menggunakan doktrin 

FNC untuk menyatakan bahwa forum yang lebih berwenang adalah  

Pengadilan Indonesia didasarkan pada prinsip fair trial, dengan 

memperhatikan connecting factors antara fakta-fakta dalam perkara 

dengan pengadilan. Oleh karena tempat kecelakaan pesawat terjadi di 

Indonesia, terdapat kemudahan akses terhadap bukti-bukti dan kemudahan 

untuk saksi-saksi untuk menghadiri proses beracara di pengadilan. Selain 

itu, fakta bahwa mayoritas penggugat adalah korban atau ahli warisnya 

yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia, memberikan 
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kemudahan dalam menjalankan proses peradilan berdasarkan peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan, Pengadilan Indonesia yang 

didasarkan pada prinsip kehormatan badan peradilan sebagai bagian dari 

sebuah negara berdaulat, dalam menerima perkara yang diajukan 

kepadanya tidak dapat menolak untuk mengadili perkara dengan 

menggunakan doktrin yang sejenis dengan FNC, sehingga Pengadilan 

Indonesia tidak dapat menolak perkara dengan alasan terdapat pengadilan 

lain yang lebih berwenang. Berdasarkan kaidah HPI Indonesia, khususnya 

Pasal 100 RV,112 Pengadilan Indonesia dapat mengklaim kewenangan 

yurisdiksi untuk menangani perkara mengenai perikatan-perikatan yang 

mengandung unsur asing. Apabila dikaitkan dengan perkara yang 

dihadapi, pertanggungjawaban produk termasuk dalam rumusan perikatan 

yang lahir dari undang-undang, sehingga Pasal 100 RV dapat menjadi 

dasar bagi Pengadilan Indonesia dalam mengklaim yurisdiksi atas perkara 

HPI yang dihadapinya. 

3. Pengadilan Indonesia dapat mengkualifikasi perkara sebagai perkara 

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti umum sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 1365 dan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

atau sebagai perkara tanggung jawab produk sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika perkara 

dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti umum, maka 

penumpang sebagai penggugat harus membuktikan ke-empat unsur PMH, 

yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan 

hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Walaupun Pasal 1370 

memungkinkan penggugat menerima ganti kerugian immateriil, beban 

pembuktian kesalahan dapat memberatkan penumpang, karena terdapat 

ketidakseimbangan informasi antara penumpang dengan perusahaan 

manufaktur dalam mengetahui proses pembuatan pesawat udara. 

Sedangkan, apabila perkara dikualifikasi sebagai tanggung jawab produk 

                                                             
112 Pasal 100 RV menyatakan bahwa : “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di 

Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di 

Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia”. 
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yang mengenal prinsip strict liability, maka penumpang sebagai penggugat 

dimungkinkan untuk memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan 

unsur kesalahan pada pihak perusahaan manufaktur pesawat udara. Hal ini 

dapat meringankan beban pembuktian penumpang, karena penumpang 

sebagai penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan di pihak 

perusahaan manufaktur pesawat udara. Hal ini dapat meringankan beban 

pembuktian bagi penumpang karena dibutuhkan pengetahuan khusus di 

bidang penerbangan untuk membuktikan adanya kesalahan saat proses 

pembuatan pesawat udara. 

4. Pengadilan Indonesia mengadili perkara ganti rugi penumpang sebagai 

perkara Hukum Perdata Internasional (HPI) karena adanya unsur asing 

yang dihadapi, yaitu pihak tergugat, yakni Boeing Company yang 

berkedudukan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dari beberapa 

kaidah HPI yang dikenal di Indonesia, Pasal 18 AB relevan untuk 

digunakan oleh Pengadilan Indonesia dalam menentukan lex causae, 

karena Pasal 18 AB pada dasarnya memuat asas lex loci actus yang 

menunjuk ke arah hukum dari tempat dilakukannya perbuatan hukum 

(termasuk Perbuatan Melawan Hukum). Argumentasi dalam 

menggunakan kaidah HPI ini adalah karena persoalan tanggung jawab 

produk merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap memenuhi 

kriteria sebagai Perbuatan Melawan Hukum, khususnya dalam hal apabila 

antara produsen dengan konsumen akhir tidak ada hubungan hukum 

kontraktual, sebagaimana hubungan antara perusahaan manufaktur 

pesawat dengan penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara. 

Asas turunan dari Pasal 18 AB tersebut dalam konteks Perbuatan Melawan 

Hukum akan menunjuk lex causae, yaitu asas lex loci delicti commissi 

yang menunjuk pada kaidah hukum intern Amerika Serikat sebagai tempat 

dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam hal ini adalah 

hukum dari negara bagian Illinois di Amerika Serikat yang merupakan 

tempat pihak tergugat. 

5. Sebagai perbandingan, apabila perkara diperiksa di Pengadilan Amerika 

Serikat yang mengenal doktrin stare decisis, para pihak akan lebih mudah 
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memprediksi kemungkinan dikabulkannya tuntutan ganti rugi dengan 

kemungkinan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi punitive damages, 

yaitu ganti kerugian di luar kerugian materiil yang diderita penggugat. 

Sedangkan, apabila perkara diadili di Pengadilan Indonesia, perkara akan 

dikualifikasi sebagai persoalan hukum tanggung jawab produk dalam 

konteks Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kaidah HPI Indonesia yang 

relevan adalah Pasal 18 AB. Kaidah HPI Indonesia tersebut 

memungkinkan untuk menunjuk sistem hukum Amerika Serikat atau 

hukum Indonesia sebagai lex causae, tergantung dari penetapan asas 

turunan Pasal 18 AB yang akan dipilih Pengadilan Indonesia. Sebagai asas 

turunan dari Pasal 18 AB, berdasarkan asas lex loci delicti commissi, 

kaidah HPI Indonesia menunjuk hukum Amerika Serikat sebagai lex 

causae. Kaidah hukum intern Amerika Serikat yang mengatur mengenai 

ganti rugi penumpang mengacu pada yurisprudensi atau putusan-putusan 

hakim sebelumnya yang pernah menyelesaikan perkara serupa dengan 

berdasarkan pada konsep ganti rugi punitive damages. Di sisi lain, terdapat 

asas turunan lain dari Pasal 18 AB, yaitu asas lex loci damni yang akan 

menunjuk hukum Indonesia sebagai lex causae. Aturan hukum Indonesia 

di bidang hukum penerbangan tidak ada yang mengatur secara khusus 

mengenai tanggung jawab perusahaan manufaktur pesawat, sehingga 

dasar hukum bagi pemberian ganti rugi penumpang menurut hukum 

Indonesia didasarkan pada Pasal 1365, dan terutama Pasal 1370 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata113 yang mengatur mengenai Perbuatan 

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) pada umumnya, yang mengatur 

hubungan hukum non-kontraktual antara penggugat dengan tergugat. 

Namun, apabila kaidah hukum intern Indonesia ini diterapkan, akan 

menimbulkan kesulitan bagi penumpang sebagai penggugat yang harus 

membuktikan keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum. Unsur 

                                                             
113 Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa : “Dalam hal pembunuhan 

dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang 

ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, 

berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, 

serta menurut keadaan. 
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kesalahan pada perusahaan manufaktur pesawat sulit dibuktikan oleh 

penumpang karena diperlukan pengetahuan khusus dalam bidang 

penerbangan dan adanya ketimpangan informasi di bidang tersebut antara 

penggugat dengan tergugat. Terdapat kaidah hukum intern Indonesia lain 

yang relevan untuk diterapkan, yaitu Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang mengenal prinsip strict liability, sehingga pembuktian 

kesalahan yang dibebankan pada pihak perusahaan manufaktur pesawat 

akan memudahkan penumpang sebagai penggugat dalam mengajukan 

gugatan ganti rugi berdasarkan prinsip ini. 

Seandainya kaidah HPI Indonesia diberlakukan berdasarkan asas lex loci 

delicti commissi yang menunjuk pada sistem hukum Amerika Serikat, 

maka akan menguntungkan penumpang sebagai penggugat karena ada 

kemungkinan ganti rugi dengan punitive damages akan diberikan. Selain 

itu, kaidah hukum intern Amerika Serikat yang mengkualifikasi perkara 

sebagai Wrongful Death Act juga mengalihkan pembuktian unsur 

kesalahan kepada pihak tergugat (shifting the burden of proof), sehingga 

penumpang sebagai penggugat tetap dimungkinkan memperoleh ganti 

kerugian punitive damages tanpa harus membuktikan unsur kesalahan 

yang ada pada perusahaan manufaktur pesawat udara. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

mengajukan beberapa saran terhadap beberapa pihak. Mengingat pesawat 

komersial yang digunakan di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh perusahaan 

manufaktur asing, terutama Boeing yang berkedudukan dan tunduk pada hukum 

Amerika Serikat, serta Airbus yang berkedudukan dan tunduk pada hukum 

Perancis, diperlukan aturan hukum yang melindungi penumpang dan maskapai 

penerbangan atas peristiwa kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan 

perusahaan manufaktur pesawat. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini 

hanya mengakomodasi aturan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan 

sebagai pengangkut, padahal terdapat batas-batas tanggung jawab maskapai 
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penerbangan dalam hal kecelakaan pesawat terjadi bukan karena kesalahan pihak 

maskapai. Artinya, tidak selamanya tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan 

pesawat dapat dibebankan kepada pihak maskapai penerbangan. Selain itu, 

konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia hanya mencakup aturan untuk 

peristiwa kecelakaan pesawat dengan rute internasional, sehingga diperlukan aturan 

hukum yang mengakomodasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban 

perusahaan manufaktur pesawat udara asing yang memproduksi pesawat yang 

dipakai oleh penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara, baik dalam 

penerbangan rute internasional maupun nasional/domestik.   

Oleh karena perusahaan manufaktur pesawat yang digunakan di Indonesia 

pada umumnya merupakan perusahaan yang berkedudukan dan tunduk pada hukum 

asing, serta turunan asas lex loci damni memberi kemungkinan bagi pengadilan 

untuk menunjuk hukum Indonesia sebagai tempat terjadinya kecelakaan, 

pemerintah sebagai pihak regulator perlu membuat aturan hukum yang diperlukan 

untuk mengatur tanggung jawab perusahaan manufaktur pesawat asing. Hal ini 

dapat diwujudkan dengan pemberlakuan yurisdiksi ekstra-teritorial aturan hukum 

Indonesia yang mengenal prinsip strict liability, yaitu Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, sehingga tanggung jawab produsen yang diatur dalam 

undang-undang tersebut dapat diberlakukan juga bagi perusahaan manufaktur 

pesawat asing yang menjual produknya kepada penumpang Warga Negara 

Indonesia sebagai konsumen jasa pengangkutan udara. 

Di samping, itu, perusahaan manufaktur pesawat udara sebagai pihak 

produsen harus memperhatikan kualitas produk dan selalu terbuka atas segala 

informasi mengenai produknya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara kerja sama 

dari pihak pengawas di negara perusahaan manufaktur pesawat asing dengan pihak 

maskapai penerbangan di Indonesia untuk melindungi keamanan dan keselamatan 

penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara. 
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